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 ABSTRACT 

 

 The Regional Head has considerable authority to make a policy in 

managing regional finance, and of course it will have implications for the lives of 

the people in his area. In managing regional finances, there is the potential for 

acts of abuse of authority by the Regional Head, which can automatically cause 

losses to regional finances. The act of abuse of authority by the head of the region 

is done intentionally to violate the limits of his authority. The act of abuse of 

authority carried out by the regional head will certainly have legal liability, but to 

determine its legal liability first it is necessary to know about the criteria of abuse 

of authority that cause regional financial losses. Therefore it is necessary to 

conduct a study entitled Criteria for Abuse of Authorities That Cause Regional 

Financial Losses and Forms of Regional Head Administrative Accountability, 

which aims to know, understand, and analyze how to determine the criteria for 

abuse and the form of regional head administrative responsibility. 

Research Methods used in this paper uses research methods that are 

research Normative Juridical literature, namely research on the laws and 

regulations-legislation and literature relating to the material discussed. 

 Based on the results of the study’s First conclusion: the criteria for abuse 

of authority that are contrary to the laws and regulations that cause regional 

losses can be determined, among others, having legal certainty to the detriment of 

regional finances or the economy of the country's finances, reduced money, 

securities, and goods, which are real and certainly the amount, and the actions of 

the head of the region can be accounted for, for a causal relationship between 

acts against the law both intentionally and negligently. Second: Acceptance of 

liability can be in the form of accountability for temporary dismissal, settlement of 

regional compensation by non-treasurer civil servants can be settled through 

demands for compensation, and permanent termination 

 

 

Keywords: Criteria for authority approval, administrative responsibility, regional 

head. 
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ABSTRAK 

 

Kepala Daerah memiliki wewenang yang cukup luas untuk membuat suatu 

kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah,  dan tentunya akan berimplikasi 

terhadap kehidupan masyarakat diwilayahnya. Dalam pengelolaan keuangan 

daerah sangat berpotensi adanya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala 

Daerah, yang secara otomatis dapat menyebabkan kerugian terhadap keuangan 

daerah. Tindakan penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dilakukan 

dengan sengaja untuk melanggar batas-batas wewenang yang dimilikinya. 

Tindakan penyalahgunaan wewenang yang  dilakukan oleh kepala daerah 

tentunya akan ada pertanggungjawaban hukum, namun untuk menentukan 

pertanggungjawaban hukumnya terlebih dahulu perlu diketahui tentang kriteria-

kriteria penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan 

daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan penilitian yang berjudul Kriteria 

Penyalahgunaan Wewenang Yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Daerah Dan 

Bentuk Pertanggungjawaban Administratif Kepala Daerah,yang bertujuan untuk 

mengetahui, memahami, serta menganalisis tentang bagaimana menentukan 

kriteria penyalahgunaan dan bentuk pertanggungjawaban administratif Kepala 

Daerah. 

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode 

penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu 

penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan 

dengan materi yang dibahas. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: kriteria 

penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang menyebabkan kerugian daerah dapat ditentukan antara lain, 

mempunyai kepastian hukum atas merugikan keuangan daerah atau perekonomian 

keuangan negara, berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan 

pasti jumlahnya, dan perbuatan kepala daerah tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan, atas hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan 

hukum baik sengaja maupun lalai. Kedua: Pertanggungjawaban yang diterima 

bisa dalam bentuk pertanggungjawaban pemberhentian sementara, penyelesaian 

ganti kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara dapat diselesaikan 

melalui tuntutan ganti kerugian, dan pemberhentian tetap. 

 

Kata Kunci: Kriteria penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban 

administratif, kepala daerah. 
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